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MOTTO 
 
“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang 
diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan 
berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu 
dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka 
berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa 
sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka 
disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan 
manusia adalah orang-orang yang fasik”.  (Q.S Al-Maidah:49) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ix 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
x 
 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(   ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan Nama Gabungan Huruf Nama 
xi 
 
Huruf 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لوح Ḥaula 
 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
xii 
 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammahِ transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. انّتز Rabbanā 
2. لّصن Nazzala 
 
xiii 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤننا An-Nauꞌ 
xiv 
 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسزلاإ دحمم امو Wa mā Muammadun illā rasūl 
 ينلماعنا بز للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقشاسنايرخوله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
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 ناصيلماو ميكنا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 
Hafitd Kurniawan, 152131019, “Pemidanaan Anak Dalam Laka Lantas 
Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Perspektif Hukum Positif Dan 
Hukum Islam”. 
Penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 
oleh anak dibawah umur masih sering terjadi dan faktor-faktor yang menyebabkan 
tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu 
faktor keluarga, faktor pendidikan, dan sekolah dan faktor pergaulan atau 
lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu pembiaran terhadap pelanggaran, 
penindakan yang tidak maksimal, dan penindakan maksimal 
Bertujuan 1) Mengetahui pemidanaan anak sebagai pelaku pelanggar lalu 
lintas dalam hukum Positif dan hukum Islam. 2) Mengetahui perbandingan hukum 
Positif dan hukum Islam terhadap anak sebagai pelanggar laka lantas yang 
menyebabkan korban meninggal. Untuk mengetahui penerapan hukum terhadap 
tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah bersumber dari data primer dan data 
sekunder. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu 
dengan mengelola data primer. 
Hasil penelitian ini adalah bahwa anak sebagai pelanggar lalulintas yang 
menyebabkan korban meninggal diatur dalam KUHP Jo. UU Lalu Lintas Jo. UU 
Sistem Peradilan Anak, anak sebagai pelanggar lalulintas yang menyebabkan 
korban meninggal menujrut hukum positif dan hukum Islam dapat dikenakan 
pidana denda atau ta‟zir. 
 
Kata kunci: Pemidanaan anak, Lakalantas, Hukum Islam 
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ABSTRACT 
 
Hafitd Kurniawan, 152131019, "Criminal Punishmen of Children In The 
Death of Victims Who Died From Positive Legal Perspective And Islamic Law". 
This research shows that traffic violations committed by minors still occur 
frequently and the factors that cause high traffic violations committed by minors 
are family factors, educational factors, and schools and social or social factors, 
and the application of the law against criminal acts of traffic violations committed 
by minors namely omission of violations, actions that are not optimal, and 
maximum actions 
Aim 1) knowing is the punishment of children as offenders of traffic in 
Positive and Islamic law. 2) to know is the comparison between Positive law and 
Islamic law against children as mere violators which causes the victim to die. To 
find out the application of the law against traffic violations committed by minors. 
The type of research used is sourced from primary data and secondary data. This 
study is classified as research with qualitative data types, namely by managing 
primary data. 
The results of this study are that children as traffic violators that cause 
casualties are regulated in Jo Criminal Code. Jo Traffic Act. The Juvenile Justice 
System Law, a child as a traffic violator who causes the victim to die positive law 
and Islamic law may be subject to fines or ta'zir. 
 
Keywords: Criminalization of children, Lakalantas, Islamic law 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Di era modern, aktivitas manusia sangat terbantu dengan adanya 
teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. Teknologi tersebut 
merupakan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi maka manusia tidak 
perlu repot ketika bepergian. Meskipun membawa sejumlah  keuntungan,  
kehadiran kendaraan bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya 
penyediaan jalan yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan 
masalah kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti Indonesia, 
kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan pelanggaran 
yang dilakukan pengguna jalan dan fenomena yang terjadi di saat sekarang ini 
banyak orang tua memberikan kendaraan pribadi kepada anak - anak mereka 
yang belum menginjak usia diperbolehkan oleh peraturan negara. 
Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang 
umum terjadi di kota-kota besar dan di negara-negara yang sedang 
berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan pertambahan jumlah 
penduduk kota yang mengakibatkan bertambahnya jumlah aktivitas penduduk 
dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas yang beraneka ragam dan 
pertambahan jumlah kendaaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan 
pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu 
lintas  seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas 
masih menjadi masalah masalah serius di Negara berkembang dan Negara 
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maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1,2 juta orang di 
seluruh dunia jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di 
dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sejumlah penyebab kematian.
1
 
Kecelakaan maut yang melibatkan Ahmad Abdul Qodir Jaelani alias 
Dul yang masih berusia 13 tahun, menambah deret panjang kecelakaan lalu 
lintas yang melibatkan anak di bawah usia 16 tahun. Pada 2012, khusus di 
kawasan Polda Metro Jaya, anak-anak di bawah usia tersebut yang menjadi 
pelaku kecelakaan lalu lintas melonjak drastis. Data Direktorat Lalu Lintas 
Polda Metro Jaya menyodorkan fakta mencengangkan bahwa pada 2011 baru 
ada 40 kasus, akan tetapi tahun 2012 menjadi 104 kasus atau melonjak 160 
persen. Hal ini terjadi karena mayoritas para pelanggar lalu lintas yang 
cenderung ugal-ugalan dijalanan adalah kaum remaja dan pemuda. Badan 
Kesehatan Dunia alias WHO mencatat sekitar 400.000 korban di bawah usia 
25 tahun yang meninggal di jalan raya. Dengan rata-rata angka kematian 
1.000 anak-anak dan remaja setiap harinya. Kecelakaan lalu lintas menjadi 
penyebab utama kematian anak-anak di dunia dengan rentang usia 10-24 
tahun.
2
 
Kecelakaan yang melibatkan Wagiati Soetodjo pada hari kamis 
tanggal 22 November Tahun 2018 pukul 06.30 WIB yang bertempat di Jl. 
Basuki Rahmat, Jajar, Laweyan, Surakarta dengan No. Lp/732/XI/2018 
                                                             
1 Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan_Lalu-lintas. diakses tanggal 19 agustus 2019 pukul 
22.00 
2 Mohamad Taufik, Peristiwa kecelakaan lalulintas melibatkan anak melonjak, 
http://www.merdeka.com/, akses 3 Oktober 2019 
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seorang anak dibawah umur yang berangkat sekolah menabrak orang tua 
yang berumur 80 tahun menggunakan sepeda motornya hingga korban 
meninggal dunia.
3
 
Dalam undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu-Lintas 
dan Angkutan Jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi BAB VI 
Pasal 18 bahwa “setiap pengemudi kendaraan bermotor, wajib memiliki surat 
izin mengemudi”. Adapun mengenai kecelakaan Lalu lintas, diatur dalam 
BAB VII Bagian Keempat, yaitu pasal 28 “Pengemudi kendaraan bermotor 
bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau 
pemilik barang dan/atau pihak ketiga, yang timbul karena kelalaian atau 
kesalahan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan bermotor”.4  
Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan 
banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-
pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga 
dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah 
penggunaan alat transportasi. 
Pelanggaran lalu lintas adalah penyebab terbesar kecelakaan lalu 
lintas. Terutama faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh terhadap 
peraturan lalu lintas. Namun, dapat juga ditemukan diluar faktor manusia 
seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan lain-lain. Demikian juga 
                                                             
3Indah Maulani, Pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku dalam kecelakaan 
lalulintas,Tugas akhir Fakultas Hukum, UMS, 2018, hlm  8. 
4Redaksi Pustaka Merah Putih, Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan No.14 
Tahun 1992, (Yogyakarta:Pustaka Merah Putih,2009) 
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masalah kemacetan lalu lintas, data menunjukan bahwa kemacetan itu 
disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan. Adapun 
faktor lain yang menyebabkan kemacetan selain pelanggaran lalu lintas 
seperti volume kendaraan yang tinggi melalui ruas jalan tertentu kondisi jalan 
dan infrastruktur jalan yang tidak memadai.  
Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan 
jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu 
lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan 
penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-
macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban 
maupun kemerosotan meteri. Tinjaun utama dari peraturan lalu lintas di jalan-
jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada 
lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada 
kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, 
kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti 
hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. 
Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam 
batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerakan kendaraan 
berhenti sama sekali atau mandeg.  
Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan 
sebagai pencegah (politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) 
dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi 
regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor 
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tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi berstruktur 
khususnya  dalam  hal  perizinan  atau begunstiging (misalnya, mengeluarkan 
Surat Izin Mengemudi).
5
 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku lakalantas yang 
menyebabkan kematian dalam hukum Positif dan hukum Islam ?  
2. Bagaimana perbandingan dalam hukum Positif dan hukum Islam 
terhadap pelaku lakalantas yang menyebabkan korban meninggal? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berorientasi dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini 
dilakukan bertujuani untuk:  
1. Untuk mengetahui pemidanaan pelaku lakalantas menyebabkan korban 
meninggal dalam hukum Positif dan hukum Islam. 
2. Untuk mengetahui perbandingan dalam hokum Positif dan hukum Islam 
terhadap anak sebagai pelanggar lakalantas yang menyebabkan korban 
meninggal. 
 
 
                                                             
5 Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah 
Sosial, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 58 
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D. Manfaat Penelitian 
Dalam penulisan penelitian ini, peneliti berharap hasil penelitian ini 
dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teoritis, penelitian berharap hasil penelitian ini dapat 
memberikan kekhasanahan keilmuan, khususnya dalam penegakan 
hukum terhadap anak sebagai pelanggar lalu lintas. Serta dapat dijadikan 
literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi 
pemerhati hukum pidana islam dalam memahami hukum lalu lintas. 
2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan 
manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, dan instansi pemerintah terkait 
tentang penegakan hukum terhadap anak sebagai pelanggar lalu lintas 
dan upaya penanggulannya. 
 
E.  Kerangka Teori  
1. Sistem Pemidanaan Anak 
 Menurut Barda Nawawi Arief Pengertian “pemidanaan” diartikan  
sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka  pengertian 
“sistem pemidanaan” dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :6 
(1) Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, 
yaitu dari sudut bekerjanya / prosesnya. Dalam arti luas ini, 
sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai : 
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
                                                             
6 Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, Bahan Penataran 
Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi XI Tahun 2005, Kerja sama FH UBAYA, Forum 
Pemantau 
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fungsionalisasi/ operationalisasi/ konkretisasi pidana. 
- Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) 
yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan 
atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang 
dijatuhi sanksi (hukum) pidana. 
(2) Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut 
normatif / substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma 
hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem 
pemidanaan dapat diartikan sebagai : 
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemidanaan. 
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk 
pemberian 
/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana. 
Sementara untuk melindungi anak beserta dengan hak-haknya 
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat tindakan 
(treatment), dimana hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Sistem pemidanaan edukatif sendiri 
merupakan suatu sistem dimana anak sebagai pelaku tindak pidana 
tidak hanya diberikan suatu sanksi berupa pemidanaan semata,  namun  
diberikan  suatu  tindakan  (treatment) yang memposisikan anak bukan 
sebagai pelaku kejahatan layaknya orang dewasa tetapi merupakan 
individu yang belum dewasa, yang membutuhkan bimbingan moral, 
mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu dewasa yang lebih 
baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan perlakuan yang 
berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan suatu tindak 
pidana. 
2. Pertanggungjawaban pidana 
Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk menentukan 
apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas 
suatu tindak pidana yang terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban 
pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang 
tersebut dibebaskan atau dipidana.  
Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak menyangkut soal 
hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral 
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atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau 
kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar 
pertanggungjawaban pidana itu di capai dengan memenuhi keadilan. 
Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah 
asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar 
kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai 
pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang 
salah dan yang bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya 
pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang 
diciptakan bereaksi si atas suatu perbuatan tertentu yang telah 
disepakati.
7
 
 
3. Pelanggaran Lalu lintas 
Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang 
bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan 
lalu lintas.   
Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana di atur 
dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi: 
Setiap orang yang menggunakan jalan wajib: 
a. Berperilaku tertib, dan/atau 
b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan 
keamaanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang 
dapat menimbulkan kerusakan jalan. 
Jika ketentuan tersebut di atas dilanggar maka akan di kualifikasikan 
sebagai suatu pelanggaran yang terlibat dalam kecelakaan. 
                                                             
7 Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab 
Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68 
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4. Tindak Pidana Pembunuhan tidak sengaja 
Pembunuhan tidak disengaja (khata) adalah perbuatan yang 
dilakukan seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang 
mengakibatkan orang lain meninggal dunia. 
Adapun pembunuhan tidak sengaja, apabila seseorang melempar 
sesuatu dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkannya terbunuh, 
pembunuhan jenis ini tidak menyebabkan adanya qisas. Ia hanya 
diwajibkan membayar diyat mukhhaffafah (diyat ringan) kepada ahli 
waris terbunuh, yang dapat diangsur hingga tiga tahun.
8
    
5. Hukum Islam 
Alquran adalah sumber ajaran Islam yang pertama, memuat 
kumpulan wahyu-wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi 
Muhammad saw. Di antara kandungan isinya ialah peraturan-peraturan 
hidup untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan 
Allah, hubungannya dengan sesama manusia, dan hubungannya dengan 
alam beserta makhluk lainnya. 
9
 
Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah, 
membagi 3 (tiga) bentuk pembunuhan, yaitu:  
a. Pembunuhan disengaja atau qathlul „amdi  
b. Pembunuhan seperti sengaja atau qathlul syibghul „amd. 
c. Pembunuhan tidak disengaja atau qathlul khattha, yaitu kesalahan 
                                                             
8 Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah (Bandung: 
Pustaka Setia: Pustaka Setia,2013)hlm.273 
9 Ali Zainudin, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hlm.15 
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dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian seseorang. 
Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada 
korban. Jadi matinya korban tidak diniati.
 
Secara umum, 
pembunuhan anak di dalam hukum pidana islam dapat dibagi 
menjadi dua, yaitu: pembunuhan anak sengaja  dan pembunuhan 
anak tidak sengaja.
10
 
Hukuman (Jarimah) berarti siksaan atau pembalasan kejahatan 
(kesalahan dosa). Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah 
syara‟ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Jarimah qishash 
adalah hukuman pokok bagi perbuatan pidana dengan objek (sasaran) 
jiwa atau anggota badan yang dilakukan dengan sengaja, seperti 
membunuh, melukai, menghilangkan anggota badan yang dilakukan 
dengan sengaja. Hukuman pokok pada jarimah pembunuhan sengaja 
adalah qishash, yaitu dibunuh kembali. Sebagai hukuman pokok qishash 
mempunyai hukuman pengganti, yaitu apabila keluarga korban 
menghapuskan hukuman pokok ini, qishash pun tidak dijatuhkan dan 
digantikan dengan hukuman diyat. Diyat pun kalau seandainya 
dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim 
menjatuhkan hukuman ta‟zir. Jadi, qishash sebagai hukuman pokok 
mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu diyat dan ta‟zir.11    
                                                             
10 Mustafa Hasan, 2013, Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah, (Bandung : Pustaka Setia), 
hlm.275 
11 Hakim Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 
2010) hlm.125 
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Hukum Islam merupakan syari‟at Allah yang mengandung 
kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik didunia dan di akhirat. 
Syariat islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi 
syariat, yaitu menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik 
yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada diri orang lain. Setiap 
orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. 
Perintah Allah dimaksud harus ditunaikan untuk kemaslakhatan dirinya 
dan orang lain. 
 
F.Tinjauan Pustaka 
Dalam tinjauan ini penulis akan memberikan  penjelasan  tentang 
keterkaitan antara masalah pokok yang akan diuji dengan  beberapa  teori 
yang  ada dalam literatur yang digunakan.  
Adapun masalah pokok yang penulis angkat dalam skripsi ini yaitu 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam 
hukum Islam.  Menurut  penulis, dari judul ini nampak beberapa masalah 
yang menarik dikaji lebih lanjut. Skripsi ini membahas tentang langkah-
langkah penegakan hukum terhadap anak sebagai pelanggar lalu lintas korban 
meninggal perspektif hukum Islam. 
Alfina Rizkiani dalam skripsinya yang berjudul “Pertanggung 
Jawaban Pidana Kecelakaan Lalulintas Mengakibatkan Kematian Menurut 
Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” berpendapat bahwa tindak 
pidana dalam Undang-undang  No. 2 Tahun 2009 dikategorikan dalam diatur 
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dalam pasal 273, pasal 275, pasal 277, pasal 310, pasal 311, pasal 312. 
Sedangkan sanksi bagi pelaku dalam kelalaian berkendara yang menyebabkan 
luka-luka maupun meninggal dunia diatur dalam UU No. 22 Tahun tentang 
lalulintas dan angkutan jalan pasal 310. 
Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Alfina Rizkiani yaitu sama-sama memaparkan jenis-jenis kedua ilmu 
hukum tersebut sebagai objek penelitian dan membandingkan kedua objek 
hukum tersebut. 
Perbedaan antara keduanya terletak pada metode penelitian yang 
digunakan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alfina Rizkiani 
menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti berangkat ke 
lapangan untuk mengadakan pengamatan.  
Amriani dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Terhadap 
Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres 
Jeneponto” berpendapat bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan 
atau tindak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan 
dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dan diancam dengan pidana. 
Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan 
belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana.  
Abiantoro Gautama Adhi skripsinya yang berjudul “Pelanggaran 
Lalulintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Kendaraan Bermotor” 
berpendapat bahwa anak yang berusia 0-15 tahun akan mendapatkan sanksi 
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teguran dan tetap dikenai proses peradilan yang berpedoman pada Undang-
undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. 
 
G. Metode Penelitian 
Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena 
dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan 
yang tepat dan benar. Berikut metode yang digunakan dalam penelitian ini: 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan masalah yang dikemukakan diatas, penelitian ini 
termasuk dalam penelitian kualitatif dengan banyak menggunakan data 
kepustakaan sebab penelitian ini dilakukan pada buku-buku dan sumber-
sumber lain yang tertulis. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif, komparatif, 
yaitu berusaha memaparkan jenis-jenis kedua ilmu hukum tersebut 
sebagai objek penelitian dan membandingkan kedua objek hukum 
tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif membandingan 
antara menggunakan data kepustakaan pada buku-buku dan sumber. 
Membandingan sistem pemidanaan pada anak pelanggar lalulintas 
menurut hukum positif dan hukum Islam yang menyebabkan korban 
meninggal.   
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3. Pengumpulan Data 
Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data 
sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau 
pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi 
kepustakaan seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian atau sumber-
sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan 
permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan 
subjek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber 
data itu sendiri adalah tempat diketemukakannya data. Adapun data 
dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu: 
a. Bahan Hukum Primer 
Data utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian 
yaitu undang-undang lalu lintas nomor 22 tahun 2009, undang-
undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, 
qonun Aceh, KUHP, Imam Madhab tentang pembunuhan tidak 
sengaja, buku-buku penegakan hukum terhadap anak sebagai 
pelanggar lalu lintas korban meninggal perspektif hukum Islam 
seperti Prof.Dr.Maidin Gultom, S.H, M.Hum “Perlindungan Hukum 
terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” 
(2012). 
UU Sistem peradilan anak memuat: Pasal 1 Dalam Undang-
Undang ini yang dimaksud dengan:  Sistem Peradilan Pidana Anak 
adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang 
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berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan 
tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.  
UULLAJ memuat ketentuan-ketentuan pidana yang tinggi, 
diantaranya pasal yang berhubungan dengan kecelakaan lalu lintas 
yang mengakibatkan kematian adalah Pasal 310 ayat (3) yang 
menentukan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu 
lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dengan pasal 
229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah). Sedangkan ayat (4) dalam hal kecelakaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah bersumber dari 
jurnal, media sosial, dan  buku-buku pendukung yang membahas 
seputar penegakan hukum terhadap anak sebagai pelanggar lalu 
lintas perspektif hukum Islam. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian 
kepustakaan, penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan melalui 
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perpustakaan untuk mendapat buku maupun literatur yang relevan dari 
pokok- pokok bahasan.
12
  Teknik pengumpulan data juga diperoleh dari 
mengunduh jurnal dari website. 
5. Teknik Analisis Data 
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggambarkan metode 
penelitian bersifat deskriptif analisis, komparatif analisis data yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif dari dari data primer dan 
sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu teknik untuk 
mendeskripsikan secara objektif, sistematika ini dari komunikasi dengan 
menggunakan data yang didapatkan dari buku-buku lain yang masih 
releven dengan masalah yang dibahas. 
 
H. Sistematika Penulisan 
Penulis membagi penelitian ini beberapa bab.  
Bab I berupa pendahuluan yang mencakup latar belakang, manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka,metode penelitian,sistematika 
penulisan. 
Sedangkan Bab II  Pemidanaan anak dan pertanggungjawaban pidana 
anak dalam hukum positif dan hukum Islam.  
Bab III berisi tentang hasil penelitian lakalantas kematian yang tidak 
disengaja sesuai Undang-undang  lalu lintas, Undang-undang sistim peradilan 
anak, sistem pemidanaan lalu lintas pada anak, dan hukum Islam. 
                                                             
12 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta; Sinar Grafika, 2016), Hlm.107. 
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Bab IV pemidanaan anak sebagai pelaku lakalantas yang 
menyababkan korban meninggal dalam hukum positif dan hukum Islam dan 
Tinjauan hukum Islam  terhadap anak sebagai pelanggar laka lantas yang 
menyebabkan korban meninggal. 
Bab V penelitian ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi 
kesimpulan. Kemudian diajukan dengan pemberian jawaban dari 
permasalahan yang ada dalam penelitian melalui saran-saran dan penutup 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Mengenai Jarimah (Hukuman) dalam Hukum Islam 
1. Pengertian Hukum Islam  
Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada 
Wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf 
(orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, 
yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa 
yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.  
Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang 
diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi 
SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) 
maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) 
yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.
1
 
Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah 
sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan 
manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya 
dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim 
yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah di perlukan sumber 
hukum Islam sebagai solusinya yaitu sebagai berikut: 
 
                                                             
1 Eva Iryani, Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dalam Jurnal Ilmiah 
Universitas Batanghari Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 201. Halaman 24   
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a. Al Qur‟an 
Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi 
perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan 
sebagainya. 
b. Al Hadist 
Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci 
segala aturan yang masih global dalam Al-Quran. 
c. Ijma‟ 
Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah 
zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. 
d. Qiyas 
Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil 
nashnya dalam Al-Quran ataupun hadist dengan cara 
membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak 
diketahui hukumnya tersebut. 
2. Bentuk-Bentuk Jarimah 
Bentuk-bentuk Jarimah menurut para ulama membagi jenis jarimah 
tiga bagian, berikut: 
a. Jarimah Hudud, adalah suatu jarimah yang bentuknya telah 
ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan 
bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, 
baik melalui Al Qur‟an maupun As-Sunnah.  Hukuman jarimah ini 
sangat jelas diperuntukkan bagi setiap jarimah. Karena hanya ada 
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satu macam hukuman untuk setiap jarimah, tidak ada pilihan 
hukuman bagi jarimah ini dan tentu saja tidak mempunyai batas 
tertinggi maupun terendah seperti layaknya hukuman yang lain.  
b. Jarimah Qishash/ Diyat, satu-satunya perbedaan jarimah/ 
qishash/diyat dengan jarimah hudud adalah jarimah qishash/diyat 
menjadi hak perseorangan atau hak adami yang membuka 
kesempatan pemaafan bagi si pembuat jarimah oleh orang yang 
menjadi korban, wali, atau ahli warisnya. Jadi, dalam kasus 
jarimah qishash ini, korban atau ahli warisnya dapat memaafkan 
perbuatan si pembuat jarimah, meniadakan qishash menggantinya 
dengan atau sama sekali. 
c. Jarimah Ta’zir, menurut fiqh jinayah ta‟zir merupakan suatu 
bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini 
ditentukan penguasa atau hakim. Jadi, jarimah ini sangat berbeda 
dengan jarimah hudud dan qishash yang macam jarimah dan 
bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara‟ jarimah ta‟zir 
yang ditentukan syara‟ diantaranya adalah khianat, suap-menyuap, 
memasuki rumah orang lain tanpa izin, makan makanan tertentu, 
ingkar janji, mengurangi timbangan, riba, berjudi dan sebagainya.   
3. Syarat-syarat Jarimah 
Syarat-syarat anak tidak dapat dijatuhi pemidanaan, menurut pendapat 
para ahli fiqh mengenai kedudukan anak berbeda-beda menurut masa 
yang dilaluinya, yaitu:   
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a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir. Masa ini di mulai sejak lahir 
sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak 
dikenai hukuman. 
b. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusi 
7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi 
pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun 
tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana. 
c. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak 
mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 
15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan 
pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan. 
Adapun menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan batas anak 
adalah apabila ia telah bermimpi (ikhtilam) dengan kata lain sudah 
baligh.  
 
B. Tinjauan Mengenai Pemidanaan Anak dalam Lakalantas  
1. Pengertian Pemidanaan 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga 
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “Pidana” pada umumnya 
diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai 
penghukuman.   
2. Bentuk Pemidanaan 
Hukum pidana Indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang 
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diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni: 
a. Pidana Pokok 
1) Pidana mati 
Sebagai mana yang ditentukan dalam pasal 11 KUHP yaitu : 
“pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantunngan 
pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat 
terpidana berdiri‟. 
Di dalam negara Indonesia tindak pidana yang diancam 
pidana mati semakin banyak yaitu pelanggaran terhadap Pasal 104 
KUHP, Pasal 111 ayat (2) KUHP, Pasal 124 ayat (3) KUHP, Pasal 
140 ayat (4) KUHP, Pasal 340 KUHP, Pasal 365 ayat (4) KUHP, 
Pasal 444 KUHP, Pasal 479 ayat (2) KUHP, dan Pasal 368 ayat 
(2) KUHP , pasal 2 ayat (2) UU No.31 tahun 1999 yang telah 
diubah dan ditambah dengan UU NO‟20 Tahun 2001 tentang 
pemberantasan tindak pidana korupsi. 
Pidana mati juga tercantum dalam Pasal 6, 9, 10, 14 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme. Berdasarkan Pasal 15 pidana mati juga 
bagi perbuatan jahat, percobaan atau pembantuan kemudahan, 
sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana terorisme di luar 
wilayah Indonesia terhadap delik tersebut di muka (Pasal 6, 9, 10, 
dan 14). 
Apabila terpidana dijatuhi hukuman mati, maka eksekusi 
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putusan akan dilaksanakan setelah mendapatkan Fiat Eksekusi dari 
Presiden (Kepala Negara) berupa penolakan grasi walaupun 
seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. 
Kemudian untuk pelaksanaan pidana mati tersebut orang harus juga 
memperhatikan beberapa ketentuan yang terdapat di dalam 
ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang 
Permohonan Grasi yang menyatakan: 
a) Jika pidana mati dijatuhkan oleh Pengadilan maka pelaksanaan 
dari pidana mati tersebut tidak boleh dijalankan selama 30 hari 
terhitung mulai hari-hari berikutnya dari hari keputusan itu 
menjadi tidak dapat diubah kembali, dengan pengertian bahwa 
dalam hal keputusan dalam pemerikasaan ulangan yang 
dijatuhkan oleh pengadilan ulangan, tenggang waktu 30 hari 
itu dihitung mulai hari berikutnya dari hari keputusan itu telah 
diberitahukan kepada terpidana. 
b) Jika terpidana dalam tenggang waktu yang tersebut di atas 
tidak mengajukan permohonan grasi, maka Panitera tersebut 
dalam Pasal 6 ayat (1) yakni Panitera dari pengadilan yang 
telah memutuskan perkaranya pada tingkat pertama harus 
memberitahukan hal tersebut kepada Hakim atau Ketua 
Pengadilan dan Jaksa atau Kepala Kejaksaan tersebut dalam 
Pasal 8 ayat (1), (2) dan (4) yakni Hakim, Ketua Pengadilan, 
Kepala Kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada 
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tingkat pertama serta Jaksa yang melakukan penuntutan pada 
peradilan tingkat pertama dengan catatan bahwa ketentuan- 
ketentuan dalam Pasal 8 berlaku dalam hal ini. 
c) Pidana mati itu tidak dapat dilaksanakan sebelum Putusan 
Presiden itu sampai kepada Kepala Kejaksaan yang dimaksud 
dalam Pasal 8 ayat (3) atau pada pegawai yang diwajibkan 
putusan hakim. 
Dengan demikian pelaksanaan pidana mati harus dengan 
Keputusan Presiden sekalipun terpidana menolak untuk memohon 
pengampunan atau grasi dari Presiden. Pidana mati ditunda jika 
terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil, ini sesuai 
dengan ketentuan dalam Undang-undang Pokok Kekuasaan 
Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana mati dilakukan 
dengan memperhatikan kemanusiaan. 
2) Pidana penjara 
 Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah menegaskan 
bahwa “Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang berupa 
kehilangan kemerdekaan”. Pidana penjara atau pidana kehilangan 
kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi 
juga berupa pengasingan. Pidana penjara bervariasi dari penjara 
sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. 
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Sebagaimana telah ditegaskan oleh Roeslan Saleh, bahwa:
2⁴ 
“Pidana penjara adalah pidana utama dari pidana kehilangan 
kemerdekaan, dan pidana penjara ini dapat dijatuhkan untuk 
seumur hidup atau untuk sementara waktu” 
 
Pidana penjara disebut pidana kehilangan kemerdekaan, 
bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, 
tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti : 
a) Hak untuk memilih dan dipilih (lihat Undang-undang Pemilu). 
Di negara liberalpun demikian pula. Alasannya ialah agar 
kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur-unsur immoral 
dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur. 
b) Hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar 
publik bebas dari perlakukan manusia yang tidak baik. 
c) Hak untuk bekerja pada perusahan-perusahan. Dalam hal ini 
telah diperaktikkan pengendoran dalam batas-batas tertentu. 
d) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu, misalnya 
saja izin usaha, izin praktik (dokter, pengacara, notaris, dan 
lain-lain). 
e) Hak untuk mengadakan asuransi hidup. 
f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan. Pemenjaraan 
merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut 
hukum perdata. 
g) Hak untuk kawin. Meskipun adakalanya seseorang kawin 
                                                             
14 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2010, 
hlm. 92 
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sementara menjalani pidana penjara, namun itu merupakan 
keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka. 
h) Beberapa hak sipil yang lain. 
3) Pidana Kurungan 
Sifat pidana kurungan pada dasarnya sama dengan pidana 
penjara, keduanya merupakan jenis pidana perampasan 
kemerdekaan. Pidana kurungan membatasi kemerdekaan bergerak 
dari seorang terpidana dengan mengurung orang tesebut di dalam 
sebuah lembaga kemasyarakatan. 
Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan 
dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 
(1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-
urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan 
menempati urutan ketiga. Lama hukuman pidana kurungan adalah 
sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun, sebagai 
mana telah dinyatakan dalam Pasal 18 KUHP, bahwa: 
“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika 
ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena 
ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. 
Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat 
bulan”. 
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4) Pidana denda 
 Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih 
tua dari pidana penjara, mungkin setua dengan pidana mati. Pidana 
denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda 
tersebut oleh Hakim/Pengadilan untuk membayar sejumlah uang 
tertentu oleh karana ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat 
dipidana. 
b. Pidana Tambahan 
Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri kecuali 
dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. 
Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya dapat dijatuhkan tetapi 
tidaklah harus. Menurut Hermin Hadiati Koeswati bahwa ketentuan 
pidana tambahan ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana 
pokok, ketentuan tersebut adalah: 
1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana 
pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan sebagai 
pidana satu- satunya. 
2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam 
rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas sebagai 
ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak diancamkan. 
3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya diancamkan 
kepada beberap perbuatan pidana tertentu. 
4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan suatu 
28 
 
 
perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana tambahan ini 
adalah fakultatif. Artinya, diserahkan kepada hakim untuk 
menjatuhkannya atau tidak. 
Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga bersifat 
sangat khusus sehingga sering sifat pidananya hilang dan sifat 
preventif inilah yang menonjol. Pidana tambahan pun sering termasuk 
dalam kemungkinan mendapat grasi. 
 
c. Pencabutan Hak-hak Tertentu 
Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan adalah : 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang 
tertentu; 
2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; 
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan 
berdasarkan aturan-aturan umum; 
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, 
hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu 
pengawasan atas orang yang bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau 
pengampuan atas anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 
Dalam hal dilakukannya pencabutan hak, Pasal 38 ayat (1) 
KUHP mengatur bahwa hakim menentukan lamanya pencabutan hak 
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sebagai berikut : 
1) Dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka 
lamanya pencabutan adalah seumur hidup. 
2) Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana 
kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan 
paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya. 
3) Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua 
tahun dan paling banyak lima tahun. 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan hakim 
dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak berwenang memecat 
seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus 
ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu 
d. Perampasan Barang-barang Tertentu 
Pidana perampasan barang-barang tertentu merupakan jenis 
pidana harta kekayaan, seperti halnya dengan pidana denda. Ketentuan 
mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 
KUHP yaitu : 
1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari 
kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan 
kejahatan, dapat dirampas 
2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan 
dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan 
putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan 
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dalam undang- undang; 
3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang 
diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang 
yang telah disita. 
Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya 
diganti menjadi pidana kurungan apabila barang-barang itu tidak 
diserahkan atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak 
dibayar. Kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling 
lama enam bulan. Kurungan pengganti ini juga dihapus jika barang-
barang yang dirampas diserahkan. 
e. Pengumuman Putusan Hakim 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP 
yang mengatur bahwa: “Apabila hakim memerintahkan supaya 
putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan 
umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara 
melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan 
pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal 
yang ditentukan undang-undang”. 
Pidana tambahan pengumuman putusan hakim ini 
dimaksudkan terutama untuk pencegahan agar masyarakat terhindar 
dari kelihaian busuk atau kesembronoan seorang pelaku. Pidana 
tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan 
berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu. 
31 
 
 
C. Syarat Pemidanaan  
Beberapa masalah yang muncul dalam aspek pertanggungjawaban 
pidana antara lain mengenai asas kesalahan (culpabilitas) yang tidak 
dicantumkan secara tegas dalam KUHP, namun hanya disebutkan dalam asas 
kesalahan (culpabilitas) merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang 
dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1), yang berarti bahwa seseorang dapat 
dipidana karena secara obyektif memang telah melakukan tindak pidana 
(memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subyektif terdapat unsur 
kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi rumusan asas kesalahan 
(culpabilitas) 
D. Sanksi Pidana Anak 
1. Pertanggung Jawaban Pidana Anak 
Dalam undang – undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 
2002 Pasal 1 ayat (2) dijelaskan perngertian mengenai perlindungan anak 
yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – 
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 2 Undang – 
undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan 
perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang – 
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-
prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak meliputi: Non diskriminasi, 
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kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan 
hidup, dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak. 
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak 
serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan 
anak. Bahwa pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang 
berkonflik dengan hukum adalah sesuai dengan ketantuan yang sudah 
diatur dalam KUHP dan Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana anak. Anak yang melakukan tindak pidana tetap 
dapat dimintakan pertanggungjawabannya, ancaman pidana bagi anak 
yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh 
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya 
ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, 
sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak 
diberlakukan terhadap anak.
3
 
2. Pelaku Anak 
Secara nasional definisi anak menurut perundang-undangan, 
diantaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 
21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 tahun, undang-undang No.23 Tahun 
2002 tentang perlindungan anak, Anak seseorang yang belum berusia 18 
                                                             
3 kompasiana.com/arifinsejatie/55547d9273977331149054f1/bagaimanakah-
pertanggungjawaban-pidana-terhadap-anak-di-bawah-umur, diakses tanggal 5 Desember 2019 
pukul 22.23 WIB 
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tahun dan bahkan masih didalam kandungan, sedangkan undang-undang 
No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, anak adalah orang yang 
dalam perkara nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai 
usia 18 tahun dan belum pernah menikah. 
Definisi yang ditetapkan perundang-undang berbeda dengan 
definisi menurut hukum Islam dan hukum adat. Menurut hukum Islam 
dan Hukum adat sama-sama menentukan seseorang masih anak atau 
sudah dewasa bukan dari usia anak. Hal ini karena masing-masing anak 
berbeda dengan usia untuk mencapai tingkat kedewasaan. Hukum Islam 
menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seorang apakah 
seorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan 
sebagai anak apabila anak tersebut belum memiliki tanda-tanda yang 
dimiliki oleh orang dewasa sebagimana ditentukan dalam hukum Islam.
4
 
3. Berdasarkan Konvensi Hak-Hak anak 
Pasal 1 konvensi Hak-hak anak menyatakan bahwa “untuk tujuan-
tujuan konvensi ini maka, seorang anak berarti setiap manusia di bawah 
umur 18  (delapan belas) tahun, kecuali menurut Undang-undang yang 
berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal”. 
Konvensi Hak-hak anak (Convention On The Rights of  the  
Child),  Resolusi Nomor 109 tahun 1990 yang diratifikasi dengan 
keputusan presiden RI Nomor 36 tahun 1990 dan dijadikan salah satu 
                                                             
4 Marlina, Peradilan  Pidana Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2012) hlm. 
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pertimbangan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 
4. Definisi anak. 
Anak kini bukan saja hanya menjadi korban dari suatu tindak  
pidana  namun anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana. 
Sebelum membahas lebih lanjut tentang anak sebagai pelaku dari tindak 
pidana, terlebih dahulu diuraikan pengertian dari anak itu sendiri. 
5. Berdasarkan KUHP dan KUHPerdata. 
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 
72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun 
dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak 
adalah belum  mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab  
Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum 
dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh 
satu) tahun dan belum  pernah  kawin  dianggap tidak cakap untuk 
melakukan suatu perbuatan hukum. 
6. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
Kesejahteraan Anak. 
Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang 
belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah 
kawin”.5 
 
                                                             
5 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, 
bab I, Pasal I angka 2.  
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7. Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun  2014  tentang  
perlindungan anak. 
Pasal 1 angka 1 menyatakan bahawa “anak adalah seseorang 
yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih 
dalam kandungan”. Dari pengertian anak sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 1 angka 1 Undang- undang tersebut dapat diketahui bahwa 
seseorang dapat disebut anak  jika memenuhi syarat sebagai berikut: 
a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun; 
Frasa “Belum berusia 18 (delapan belas) tahun” dalam pasal 
1 angka 1 Undang- undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan 
atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak sama dengan frasa “dibawah umur 18 (delapan belas) dalam 
pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak anak yang telah diratifikasi 
dengan UU Nomor 5 tahun 1998. 
b.  Termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
Untuk memberikan arti dari frasa “Termasuk anak yang 
masih dalam kandungan” dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang 
Nomor 35 tahun  2014  tentang  perlindungan anak agar dikaitkan 
dengan pasal 2 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “anak yang 
ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah 
dilahirkan, bilamana kepentingan si anak menghendakinya”.6 
 
                                                             
6 R.Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 
Hlm.12 
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8. Berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak. 
Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur 
dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah  sistem  mengenai  
proses penyelesaian perkara”anak yang berhadapan dengan hukum”. 
“Anak yang berhadapan dengan hukum” yang dimaksud oleh 
Undang- undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak, terdiri atas : 
a. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak 
adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 
berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak 
pidana  (Pasal  1  angka 3) 
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut 
anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian 
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4) 
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidanayang selanjutnya disebut 
anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) 
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan 
tentang suatu parker pidana  yang didengar, dilihat, dan/atau 
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dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).
7
 
Menurut penulis, frasa “anak yang berhadapan dengan  hukum”  
dalam  Pasal 1 angka 2 diambil dari ketentuan yang terdapat dalam pasal-
pasal berikut : 
a. Pasal 59 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, menyebutkan : 
b. “Pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan 
bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada 
anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum 
dan seterusnya”. 
c. Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan 
anak, menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 
meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban 
tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab 
pemerintah dan masyarakat. Ayat (2): Perlindungan khusus bagi 
anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) dilaksanakan melalui: 
1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat 
dan hak-hak anak; 
2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini; 
3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus; 
                                                             
7 Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak, Bab I, Pasal I angka 2 
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4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik 
bagi anak; 
5) Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan 
anak yang berhadapan dengan hukum; 
6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan 
orangtua atau keluarga; dan 
7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan 
unutk menghindari labelisasi.
14
 
Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 tersebut 
dapat  ketahui bahwa yang dimaksud dengan “anak” dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi 
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan 
tindak pidana”. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan anak 
dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 adalah anak yang 
memenuhi syarat sebagai berikut: 
1) Telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun 
2) Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.8 
 Lebih lanjut mengenai pengertian anak sebagai pelaku 
tindak pidana,  berikut akan diuraikan pengertian tentang pelaku 
tindak pidana. Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan 
                                                             
8 Wiyono. R, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Hlm 16 
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suatu perbuatan yang  oleh  hukum (peraturan yang telah ada) 
disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan 
dapat dipidana. Pelaku tindak pidana dapat pula mencakup mereka 
yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan ataupun 
membujuk seseorang agar melakukan sesuatu perbuatan pidana. 
9. Tinjauan Hukum Islam terhadap Anak Sebagai Pelanggar Laka 
Lantas yang menyebabkan korban meninggal  
a. Pendapat Para Ulama  
Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan  
Hanabilah, membagi 3 (tiga) bentuk pembunuhan, yaitu: 
1) Pembunuhan disengaja atau qathlul „amdi 
2) Pembunuhan seperti sengaja atau qathlul syibghul „amdi 
3) Pembunuhan tidak disengaja atau qathlul khattha, yaitu 
kesalahan berbuat sesuatu yang mengakibatkan kematian 
seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak 
ditujukan kepada korban. Jadi matinya korban tidak diniati. 
Secara umum, pembunuhan anak di dalam hukum pidana Islam 
dapat dibagi menjadi dua, yaitu : pembunuhan anak sengaja, dan 
pembunuhan anak tidak sengaja.
9
 
 
 
 
                                                             
9 Hakim Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung:Pustaka Setia, 2010) 
hlm 115 
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Perbuatan pidana atau jarimah yang sudah ditetapkan  
1) Hudud  
Penjatuhan sanksi yang berat yang telah ditentukan oleh Al 
Qur‟an dan Hadist, contoh seperti zina, mabuk dan keluar dari 
agama islam atau murtad. 
2) Qishas 
Penjatuhan sanksi yang sama yang telah pelaku lakukan 
terhadap korbannya, contoh seperti pelaku menghilangkan 
nyawa seseorang, makai dia wajib dibunuh, kecuali keluarga 
korban memaafkan pelaku maka pelaku hanya dikenakan denda 
yang dinamakan dengan diyat atau denda sebagai pengganti dari 
hukuman. 
Syarat pelaku dapat mendapat hukuman qisos: 
a) Pelaku adalah orang yang sudah dewasa.  
b) Pelaku adalah orang yang tidak gila atau memiliki akal 
yang sehat. 
c) Pelaku bukanlah orang tua korban.  
d) Orang yang terbunuh memiliki derajat yang sama 
misalnya budak membunuh budak yang lain maka dapat 
dikenakan qishas. 
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3) Ta‟zir 
Hukuman yang tidak ditetapkan oleh Allah kadar dan 
bentuk hukuman itu dalam al-quran dan hadist ia terserah pada 
kebijakan ulil amri atau hakim.
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
10 Hakim Rahmat, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah), (Bandung:Pustaka Setia, 2010) 
h.125 
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BAB  III 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas 
1. Pengertian Pelanggaran 
Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian  pelanggaran  
lalu lintas, maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai pengertian 
pelanggaran itu sendiri dan maka perlu dijelaskan lebih dahulu mengenai 
pengertian pelanggaran  itu sendiri dan pengertian pelanggaran yang 
dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Dalam KUHP membagi 
tindak pidana atas kejahatan (misdrijve) dan pelanggaran 
(overtredingen). Mengenai kejahatan itu sendiri dalam KUHP diatur 
dalam buku II yaitu tentang kejahatan. Sedangkan  pelanggaran  diatur  
dalam  dalam buku III yaitu tentamg pelanggaran. Dalam ilmu  
pengetahuan  hukum  pidana terdapat dua pandangan mengenai kriteria 
pembagian tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran, yaitu yang bersifat 
kualitatif dan yang bersifat kuantitatif. 
Menurut pandangan yang bersifat kualitatif. Artinya bahwa suatu 
perbuatan dipandang sebagai tindak pidana setelah adanya undang-
undang yang mengatur sebagai tindak pidana. Sedangkan kejahatan yang 
bersifat kuantitatif (recht delicten), artinya suatu perbuatan di pandang 
sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah 
perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. 
Menurut pandangan yang bersifat kualitatif bahwa terhadap ancaman 
pidana pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan.  
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Menurut JM Van Bemmelan yang dikutip Bambang Poernomo 
menyatakan bahwa: “Perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini 
(kejahatan dan pelanggaran) tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya 
kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan hukuman 
lebih berat dari  pada  pelanggaran  dan  dengan ini nampaknya 
didasarkan pada sifat lebih berat dari kejahatan”. “Pelanggaran adalah 
(politis-on recht) dan kejahatan adalah (crimieel-on recht). Politi-on 
recht itu merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau  
keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara. Crimineel-on recht  itu 
merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum”.1  
Apabila hal ini dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dalam 
praktek sehari-hari- dmana pemberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran 
ternyata memang pada umumnya lebih ringan dari pada sanksi pelaku 
kejahatan. Wirjono Prodjodikoro juga memberikan pendapatnya 
mengenai pelanggaran yang menyatakan bahwa :Pelanggaran berarti 
suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhungan dengan hukum, 
berarti tidak lebih dari pada perbuatan melanggar hukum. 
Dari beberapa pengertian pelanggaran tersebut diatas dapat 
disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:  
a. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang. 
b. Menimbulkan akibat hukum, jadi harus mempertanggung jawabkan 
                                                             
1 Mr.J.M.Van Bemmelen, Hukum Pidana I, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm 2-3 
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perbuatan tersebut.
2
 
2. Lalu Lintas 
Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. 
Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu 
peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masnyarakat 
dalam berlalu lintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. 
Namun, meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran 
Lalu Lintas kerap terjadi,  bahkan  tidak  sedikit  yang menyebabkan 
kecelakaan Lalu Lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian 
pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melangar tindak  pidana  yang  
lebih  ringan dari pada kejahatan.
3
 Oleh karena itu, apabila seseorang 
telah melanggar suatu peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, 
contohnya dalam hal pelanggaran Lalu Lintas, maka kepadanya akan 
dikenal hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya.  
Pelanggaran Lalu Lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi 
ada yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya 
dalam kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena 
kealpaanya meyebabkan orang lain luka berat (Pasal 360), karena 
kealpaannya menyebabkan bangunan- bangunan, trem kereta api, 
telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak (Pasal 409).
4
 
                                                             
2 Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), 
Hlm. 47 
3 Poerwadarminta Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), Hlm.67 
4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta:Rieneka Cipta, 2008), Hlm. 23  
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Pelanggaran Lalu Lintas adalah perbuatan yang bertentangan 
dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaanya, baik yang dapat 
ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga 
kamtibcarlantas.
5
 
Definisi dan pengertian tindak pidana pelanggaran lalu lintas 
menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas 
jalan. Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang 
telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila ketentuan 
tersebut dilanggar, maka dikalifikasikan sebagai pelanggaran. 
Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan 
Mahkamah  Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 
27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu: 
b. Klasifikasi pelanggaran ringan 
Tertulis pada UU No.22 Tahun 2009 Pasal 275 ayat 1, 
“Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya 
bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan 
berdasarkan pasal 264 No. 2 – 5, diancam dengan pidana 
penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
                                                             
5 Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi 
Teknis Lalu Lintas, (Semarang:Kompetensi Utama, 2009), Hlm. 6 
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c. Klasifikasi pelanggaran sedang 
Tertulis pada UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAB 
XX tentang Ketentuan pidana pasal 281 yang berisi Setiap orang 
yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak 
memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
77 ayat (1), “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor 
di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis 
Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
d. Klasifikasi jenis pelanggaran berat 
Tertulis pada UU No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan BAB XX tentang Ketentuan pidana pasal 275 yang 
berisi Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat 
pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang 
mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan Jalan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)”, dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling 
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 
47 
 
 
Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 
Lintas dan Angkutan jalan, bahwa dari ketentuan Pasal 316 ayat (1) 
undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan 
angkutan jalan, dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang 
telah mengatur tentang  pelanggaran  lalu  lintas,  Antara lain: 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 sampai dengan 
pasal 313.  
 
B. Pelanggaran Lakalantas Yang Menyebabkan Orang Meninggal 
Masalah lalulintas merupakan salah satu masalah yang berskala 
nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. 
Kesalahan pengemudi baik kecerobohan atau kealfaan dalam mengemudikan 
kendaraannya merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalulintas di 
jalan raya. Pertanggungjawaban dari pelaku pelanggaran lalu lintas yang 
menyebabkan matinya orang lain sangat diharuskan. Kesengajaan dan tidak 
kesengajaan.  
Makin meningkatnya aktifitas lalulintas memicu peningkatan masalah 
yang berhubungan dengan lalulintas, salah satunya adalah kecelakaan 
lalulintas. Masalahnya adalah sulit dalam memberikan penegakan hukum 
yang dapat menimbulkan efek jera sehingga timbul kesadaran berlalulintas. 
Tujuan dalam studi ini adalah untuk meninjau penegakkan hokum pidana 
yang ditinjau dari perundang-undangan dan meninjau pertanggungjawaban 
pada kasus tindak pidana kecelakaan lalulintas yang menyebabkan hilangnya 
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nyawa orang. Salah satu contoh sifat penelitian menggunakan deskriptif 
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunkan data sekunder (putusan 
nomor 599/PID.SUS/2017/PN.SMG dan Nomor 625/ PID.B/2017/PN.SMG). 
Hasil menunjukkan bahwa penegakkan hukum pidana kecelakaan lalulintas 
yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang masih memiliki beberapa 
kelemahan dan untuk pertanggungjawaban pidana telah memenuhi unsur 
pertanggungjawaban pidana secara umum.
6
 
 
C. Lakalantas yang Menyebabkan Korban Meninggal Pelaku Anak 
Sanksi pidana untuk lakalantas yang mengakibatkan korban meninggal 
dunia adalah pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling 
banyak Rp.12.000.000. itu berdasarkan pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU 
No.22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Ancaman ini 
berlaku bagi mereka yang sudah dewasa. 
Sedangkan ancaman penjara bagi anak di bawah umur yang melakukan 
tindak pidana itu paling lama ½ dari maksimum ancaman pidana penjara bagi 
orang dewasa. Apabila kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan korban 
meninggal dunia pelaku telah bertanggungjawab kepada keluarga korban 
serta terjadi perdamaian, hal tersebut tidak menghapus tuntutan pidana 
                                                             
6 http://dx.doi.org/10.30659/jdh.1.1.%25p diakses pada tanggal 17 Desember 2019 Pukul 
22.32 WIB 
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terhadap pelaku, penyidikan, namun dengan perdamaian bisa meringankan 
putusan hakim.
7
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
7 http://m.lampung.rilis.id/ ancaman-hukuman-bagi-pengendara-di-bawah-umur-terlibat-
lakalantas-maut diakses pada tanggal 5 Maret 2020 Pukul 8.45 WIB 
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BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Analisis Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Lakalantas Korban 
Meninggal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam 
1. Hukum Positif 
Bahwa sebagaimana yang dijelaskan pada bab sebelumnya 
pelanggaran pidana anak selaku pelanggar lalu lintas menyebabkan 
korban meninggal diatur dalam Undang-undang Lalu Lintas Nomor 22 
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 326, apabila 
pelanggaran tersebut dilanggar maka diklasifikasikan sebagai 
pelanggaran  dan Undang-undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 
Tahun 2012 Pasal 1 angka 1 bahwa sistem peradilan pidana anak diatur 
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sistem mengenai 
proses penyelesaian perkara “anak yang berhadapan dengan hukum”  
Bahwa dalam klasifikasi peradilan anak dalam Undang-undang 
lalu lintas sebagai berikut: 
a. Klasifikasi Pelanggaran Ringan 
Tertulis pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 pasal 275 
ayat 1, “barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya 
diperuntukan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 
264 No.2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
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b. Klasifikasi Pelanggaran Sedang 
Tertulis pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
lalu lintas dan angkutan jalan Bab XX tentang ketentuan pidana pasal 
281 yang berisi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi 
sebagaimana dimaksud pada pasal 77 ayat (1), “Setiap orang yang 
mengemudikan kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin 
Mengemudi sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan”, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
c. Klasifikasi Jenis Pelanggaran Berat  
Tertulis pada Undang-undang Tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan BAB XX tentang ketentuan pidana pasal 275 yang 
berisi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat 
pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 
(2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 25 ayat (1) “dipidana dengana pidana kurungan paling 
lama 1 bulan atau dendan paling banyak Rp 250.000,00 (duaratus lima 
puluh ribu rupiah) 
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Bahwa dengan demikian analisa dari klasifikasi anak sebagai 
pelanggar lalulintas menyebabkan korban meninggal dapat dilihat 
sebagai klasifikasi sedang karena anak telah melanggar Undng-undang 
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan BAB 
XX tentang ketentuan pidana pasal 281 dan pasal 77 ayat (1). 
a. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Lakalantas 
Menyebabkan Orang Meninggal 
Pengendara anak di bawah umur menjadi kasus yang berulang-
ulang terjadi di beberapa daerah serta menjadi permasalahan bersama 
yang belum menemukan titik solusi yang tepat. Selain melanggar 
aturan hukum, adanya resiko kecelakaan menjadi ancaman yang harus 
diwaspadai. Penelitian ini menetapkan rumusan penelitian faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran UU Nomor 29 
Tahun 2009 Lalulintas oleh anak dibawah umur dan apa saja upaya 
kepolisian dalam mencegah  dan menanggulangi pelanggaran lalulintas 
yang dilakukan anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan 
sumber data primer dengan melakukan penelitian yang berkaitan 
dengan undang-undang lalulintas, undang-undang sistem peradilan 
anak, buku-buku penegak hukum terhadap anak sebagai pelanggar 
lalulintas. Data sekunder menggunakan jurnal, media sosial, dan buku-
buku pendukung penegak hukum terhadap anak sebagai pelanggar 
lalulintas korban meninggal. Anak tersebut dapat di pidana 
berdasarkan perbuatan yang dilakukannya dalam Undang-undang 
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Lalulintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 275 dan Pasal 281 yang 
berbunyi: 
Pasal 275 
 
1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat 
pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 
bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima 
puluh ribu rupiah). 
 
2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat 
Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat 
pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).  
Pasal 281 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang 
tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 77 ayat (1), “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan 
Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai 
dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan”, dipidana 
dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda 
paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
 
Dalam kasus anak terdapat cara alternatif dalam penyelesaian 
perkara yang dilakukan dengan diversi. Diversi yaitu pengalihan 
penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar 
peradilan pidana. Diversi dilakukan untuk menjauhkan anak dari 
proses peradilan dengan maksud menghindarkan anak dari stigmatisasi 
terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kategori anak yang 
dapat dipertanggung jawabkan pidananya adalah anak yang berumur 
12 dan belum mencapai 18 tahun. 
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b. Perlidungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Lakalantas 
Menyebabkan Korban Meninggal 
Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum adalah dengan dibentuknya Undang-undang 
Nomor 11 tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dalam 
Undang-undang tersebut terdapat cara alternatif dalam penyelesaian 
perkara yang dilakukan dengan diversi. Diversi yaitu pengalihan 
penyelesaian anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar 
peradilan pidana.
1
 Diversi dilakukan untuk menjauhkan anak dari 
proses peradilan dengan maksud menghindarkan anak dari stigmatisasi 
negatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Namun, dalam 
kasus ini diversi sebagaimana diatur tidak dapat dilakukan karena 
syarat dilakukannya diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana 
penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan 
tindak pidana.  
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem 
Peradilan Pidana Anak dibentuk sebagai pengganti dari Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-
undang Pengadilan Anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi 
anak berhadapan dengan hukum agar anak tersebut dapat menjalani 
                                                             
1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5332) 
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masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan 
kepadanya agar melalui pembinaan sehingga dapat diperoleh jati 
dirinya untuk menjadi seseorang yang mandiri, bertanggungjawab, dan 
berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 
Namun, dalam prakteknya anak cenderung diposisikan sebagai objek 
dan perlakuannya cenderung merugikan anak. Selain itu, Undang-
undang tentang Pengadilan Anak ini sudah tidak sesuai lagi dengan 
kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif 
memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan 
dengan hukum. Dengan begitu, diperlukan adanya perubahan 
paradigma dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, 
dengan didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan 
lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan 
perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. 
Pembentukan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak 
ini sebagai pengganti Undang-undang Pengadilan Anak yang 
dilakukan dengan tujuan agar tercapainya peradilan yang menjamin 
perlindungan kepentingan terbaik pada anak yang berhadapan dengan 
hukum sebagai penerus bangsa. 
Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Arief 
Gosita, sebagaimana yang dikutip oleh Nashriana, ada beberapa hak-
hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-
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sama, yaitu: 
a. Hak anak korban sebelum dipersidangan 
1) Hak memperoleh pelayanan karena penderitaan mental, fisik, 
dan sosialnya 
2) Hak diperhatikan akan laporan yang disampaikannya dengan 
tindak lanjut yang tanggap dan peka tanpa imbalan (kooperatif) 
3) Hak memperoleh perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang 
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, social dari 
siapa saja (berbagai ancaman, penganiayaan, pemerasan 
misalnya) 
4) Hak untuk memperoleh pendamping, penasihat dalam angka 
mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan 
dating dengan prodeo 
5) Hak untuk memperoleh fasilitas turut serta memperlancar 
pemeriksaan sebagai pelapor, saksi/korban. 
b. Hak anak korban selama di persidangan 
1) Hak memperoleh fasilitas untuk menghadap siding sebagai 
saksi/korban (transport, penyuluhan) 
2) Hak memperoleh perlindungan akan tindakan-tindakan yang 
merugikan, yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial 
(berbagai macam ancaman, penganiayaan, pembunuhan 
misalnya) 
3) Hak menyatakan pendapat 
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4) Hak mengganti kerugian atas kerugian, penderitaannya 
5) Hak memohon persidangan tertutup  
c. Hak anak setelah di persidangan 
1) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-
tindakan yang merugikan, yang menimbulkan penderitaan 
mental, fisik, sosial (berbagai macam ancaman, penganiayaan, 
pembunuhan misalnya) 
2) Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, sosial.2 
Terhadap perkara Pelanggar Lalu Lintas Lakalantas 
Menyebabkan Korban Meninggal  yang dilakukan oleh anak. Anak 
mempunyai dua peran yaitu menjadi pelaku dan menjadi korban, 
mengingat bahwa hukuman yang diberikan oleh anak lebih ringan 
jika dibandingkan dengan prang dewasa. Dalam proses 
pemeriksaan, baik penyidik, jaksa, maupun hakim tetap melihat 
pada bukti-bukti yang ada, jika bukti-bukti telah terpenuhi maka 
anak tersebut tetap dianggap sebagai pelaku. 
 
2. Hukum Islam 
a. Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Lakalantas 
Korban Meninggal menurut Hukum Islam 
Kecakapan untuk dikenai beban hukum atau ahliyahal wuju>b 
adalah kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai 
                                                             
2 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana, ….., hlm. 20-23 
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kewajiban. Para ahli ushul membagi ahliyah al wuju>b kepada dua 
tingkatan: 
2) Ahliyah al wuju>b na>qish atau kecakapan dikenai hukum secara 
lemah; 
3) Ahliyah al wuju>b ka>milah atau kecakapan dikenai hukum 
sempurna.
3
 
Kepantasan seorang manusia untuk diperhitungkan segala 
perbuatannya menurut hukum disebut dengan ahliyah al-ada‟ atau 
kecakapan untuk menjalankan hukum. Perbuatan tersebut dapat 
berupa ucapan atau tindakan yang telah mempunyai akibat hukum. 
Ahliyah al-ada‟ terdiri dari tiga tingkat yang masing-masing 
tingkatnya dihubungkan dengan batas umur seorang manusia, yaitu:  
1) ‘Adi>m al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu seorang 
manusia dari sejak lahir sampai mencapai usia tamyiz sekitar usia 
7 tahun. Mereka tidak dibebani hukum karena dianggap tidak 
mempunyai akal, juga tidak memiliki keahlian untuk 
melaksanakan.  
2) Ahliyah al-ada>’ na>qishah atau cakap berbuat hukum secara 
lemah, yaitu manusia yang mencapai usia tamyiz (kira-kira 7 
tahun) sampai batas dewasa. Sifat lemah ini dikarenakan akalnya 
masih lemah dan belum mencapai sempurna. Jika dihubungkan 
                                                             
3 Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, ter. Masdar Helny, (Bandung: Gema Risalah 
Press, 1996), hlm.230 
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dengan hukum, sebagian perbuatannya telah dikenai hukum dan 
sebagiannya lagi tidak dikenai hukum. Tindakan mumayiz yang 
berhubungan dengan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan 
berakibat merugikan orang lain, ia akan dituntut dan dikenai ganti 
rugi dalam bentuk harta dan tidak dihukum dengan hukuman 
badan. Oleh karena itu, tidak diberlakukan hukuman qishash bagi 
pembunuhan, dera atau rajam bagi perzinaan, atau potong tangan 
bagi pencurian. Ia hanya dibebankan diyat pembunuhan atau 
ta‟zir yang dibebankan kepada hartanya atau orang tuanya. 
Ahliyah al-ada>’ ka>milah atau cakap berbuat hukum secara 
sempurna, yaitu seorang manusia yang telah memasuki usia 
dewasa.
4
 
b. Perbuatan pidana atau jarimah yang sudah ditetapkan  
1) Hudud  
Penjatuhan sanksi yang berat yang telah ditentukan oleh Al Qur‟an 
dan Hadist, contoh seperti zina, mabuk dan keluar dari agama islam 
atau murtad. 
2) Qishas 
Penjatuhan sanksi yang sama yang telah pelaku lakukan terhadap 
korbannya, contoh seperti pelaku menghilangkan nyawa seseorang, 
makai dia wajib dibunuh, kecuali keluarga korban memaafkan 
                                                             
       4 Amir Syarifuddin, Ushul……, hlm. 358-360 
60 
 
 
pelaku maka pelaku hanya dikenakan denda yang dinamakan 
dengan diyat atau denda sebagai pengganti dari hukuman. 
Syarat pelaku dapat mendapat hukuman qisos: 
a) Pelaku adalah orang yang sudah dewasa.  
b) Pelaku adalah orang yang tidak gila atau memiliki akal yang 
sehat. 
c) Pelaku bukanlah orang tua korban.  
d) Orang yang terbunuh memiliki derajat yang sama misalnya 
budak membunuh budak yang lain maka dapat dikenakan qisos. 
3) Ta‟zir 
Hukuman yang tidak ditetapkan oleh Allah kadar dan bentuk 
hukuman itu dalam al-quran dan hadist ia terserah pada kebijakan 
ulil amri atau hakim. 
c. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Menyebabkan 
Korban Meninggal Dalam Perspektif Hukum Islam 
Anak menurut Islam memiliki bentuk perlindungan, yaitu 
sebagai bersifat pencegahan agar anak tidak menjadi nakal. Artinya 
anak melakukan perbuatan terlarang menurut agama dan hukum yang 
berlaku, wujud perlindungan yang lainnya yaitu agar anak tidak 
menjadi sasaran kejahatan orang lain. Apabila seorang anak sudah 
terlanjur melakukan kejahatan (menjadi anak nakal), maka dalam 
pandangan fiqih telah diatur agar anak diberi perlakuan khusus yang 
sesuai dengan watak anak-anak. Anak yang melakukan kesalahan 
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(kejahatan) diberi peringantan, nasehat, menjaga dan mengarahkah 
nuraninya supaya melangkah kearah yang benar. Ancaman dan 
peringatan diberikan ketika anak baru pertama kali melakukan 
kesalahan.  
Apabila telah berulang kali melakukan kesalahan maka perlu di 
berikan suatu hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman dan 
hukuman harus memperhatikan batas-batas kewajaran sesuai dengan 
tingkat perkembangan jiwanya. Menurut Mahmud al-Khal‟awi 
sebagaimana dikutip oleh Jamilia Susanti, dalam proses pendisiplinan 
dan pemberian hukuman pada anak, dapat menciptakan masalah baru. 
Oleh sebab itu, kedua orang tua harus memikirkan bagaimana cara yang 
tepat untuk mendidik anaknya dan cara yang paling berhasil dalam 
penjatuhan hukuman ketika anak melakukan perbuatan salah. Hukuman 
adalah alternatif terakhir, hukuman baru diberikan ketika anak tidak 
sadar dan terus melakukan kesalahan.
5
 
Pendidikan dan penghukum dengan kekerasan akan membuat 
anak tertekan, hukuman akan menghilangkan semangat anak, 
membuatnya menjadi pemalas, mendorong anak untuk berbohong 
karena takut akan siksa yang diterimanya, dan mengajarkan anak untuk 
menipu. Akhirnya, membuat akhlak buruk tertanam pada diri anak. Jika 
anak merupakan korban kejahatan, maka keluarga, masyarakat, dan 
Negara berhak memberikan pertolongan. Dalam islam dibebaskan 
                                                             
        5 Jamilia Susanti, “Tinjauan Hukum Islam…, hlm.115 
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upaya pembebasan orang (anak) yang nakal. Bentuk penanganan dapat 
disesuaikan dengan sebab-sebab yang menyababkan anak melakukan 
suatu pelanggaran. Apalagi dewasa ini banyak penyebab baru pemicu 
terjadi kejahatan terhadap anak. Contoh faktor keterbukaan informasi, 
faktor perkembangan teknologi, faktor lingkungan. 
Berkaitan dengan anak sebagai pelanggar lalulintas lakalantas 
menyebabkan korban meninggal anak tersebut sudah selayaknya 
mendapat perlindungan mencegah agar supaya anak tersebut tidak 
tumbuh menjadi anak yang nakal dan supaya tidak melakukan 
pelanggaran seperti yang pernah dilakukan lagi, selain perlindungan 
yang sifatnya mencegah maka juga harus mendapat perlindungan dari 
kejahatan orang lain. Anak sebagai pelanggar lalu lintas lakalantas 
menyebabkan korban meninggal tidak semata-mata melakukan 
pelanggaran tanpa adanya kelalian atau korban kalalaian dari para 
orangtuanya. Dalam hokum islam anak sebagai pelanggar lalulintas 
lakalantas menyebabkan korban meninggal diberi nasihat, peringatan 
dan diarahkan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar 
hokum lagi dan menjadi anak yang baik. Namun apabila anak 
berulangkali melakukan kesalahan dan dengan disengaja maka anak 
tersebut dapat diberikan hukuman, tetapi dalam memberikan ancaman 
dan hukuman harus memperhatikan batas-batas kewajaran sesuai 
dengan tingkat perkembangan jiwanya.
6
 
                                                             
6Jamila Susanti, “Tinjauan Hukum Islam …., hlm. 116. 
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B. Dalam Pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Maka Dapat 
Dibandingkan Anatara Hukum Islam Dan Hukum Positif Yaitu Sebagai 
Beriukut : 
Komparasi  Hukum Islam Hukum Positif 
Pertanggungjawaban  Pertanggungjawaban Pidana 
Anak Sebagai Pelanggar 
Lakalantas Korban 
Meninggal menurut Hukum 
Islam 
Kecakapan untuk dikenai 
beban hukum atau ahliyahal 
wuju>b adalah kepantasan 
seseorang untuk menerima 
hak-hak dan dikenai 
kewajiban 
Pertanggungjawaban Pidana 
Anak Sebagai Pelanggar 
Lalulintas Lakalantas 
Menyebabkan Orang 
Meninggal, Anak tersebut 
dapat di pidana berdasarkan 
perbuatan yang 
dilakukannya dalam 
Undang-undang Lalulintas 
Nomor 22 Tahun 2009 
Pasal 275 dan Pasal 281 
 
Pemidanaan  Apabila seorang anak sudah 
terlanjur melakukan 
kejahatan (menjadi anak 
nakal), maka dalam 
pandangan fiqih telah diatur 
agar anak diberi perlakuan 
khusus yang sesuai dengan 
Apabila terjadi pelanggaran 
yang dilanggar maka dapat 
di Klasifikasikan sebagai 
pelanggaran  dan Undang-
undang Sistem Peradilan 
Anak Nomor 11 Tahun 
2012 Pasal 1 angka 1 bahwa 
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watak anak-anak. Anak 
yang melakukan kesalahan 
(kejahatan) diberi 
peringantan, nasehat, 
menjaga dan mengarahkah 
nuraninya supaya 
melangkah kearah yang 
benar. Ancaman dan 
peringatan diberikan ketika 
anak baru pertama kali 
melakukan kesalahan. 
Apabila telah berulang kali 
melakukan kesalahan maka 
perlu di berikan suatu 
hukuman, tetapi dalam 
memberikan ancaman dan 
hukuman harus 
memperhatikan batas-batas 
kewajaran sesuai dengan 
tingkat perkembangan 
jiwanya 
sistem peradilan pidana 
anak diatur dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 
2012 adalah sistem 
mengenai proses 
penyelesaian perkara “anak 
yang berhadapan dengan 
hukum”. 
 
 
 
Jenis pemidanaan  Ta‟zir 
Human dikembalikan 
Diversi  
Pengalihan penyelesaian 
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kepada pengadilan yang 
mengadili perkara tersebut  
perkara anak dari proses 
peradilan pidana ke proses 
diluar peradilan pidana. 
Konsep diversi dan konsep 
penahanan, pertama perlu 
dilihat dulu usia anak saat 
itu. Kemudian merujuk pada 
syarat diversi dan syarat 
penahanan terhadap anak, 
dapat dilihat bahwa diversi 
dilakukan jika tindak pidana 
yang dilakukan oleh si anak 
diancam dengan pidana 
penjara di bawah tujuh 
tahun. Sedangkan 
penahanan hanya dapat 
dilakukan jika ancaman 
pidana penjaranya tujuh 
tahun atau lebih. Ini artinya, 
secara logika bagi anak 
yang terhadapnya dilakukan 
diversi (ancaman pidananya 
di bawah 7 tahun), 
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terhadapnya tidak mungkin 
di tahan dan tentu tidak 
boleh ditahan (penahanan 
hanya untuk ancaman 
pidana di atas 7 tahun) 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Bedasarkan analisis dari permasalahan diatas, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Bahwa dalam klasifikasi peradilan anak dalam Undang-undang lalu lintas 
sebagai berikut: 
a. Klasifikasi Pelanggaran Ringan 
Tertulis pada Undang-undang No.22 Tahun 2009 pasal 275 ayat 
1, “barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya 
diperuntukan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 
264 No.2-5, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan 
bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. 
b. Klasifikasi Pelanggaran Sedang 
Tertulis pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
lalu lintas dan angkutan jalan Bab XX tentang ketentuan pidana pasal 
281 yang berisi “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor 
di jalan yang tidak memiliki surat izin mengemudi sebagaimana 
dimaksud pada pasal 77 ayat (1), “Setiap orang yang mengemudikan 
kendaraan bermotor dijalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi 
sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan”, dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah). 
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c. Klasifikasi Jenis Pelanggaran Berat  
Tertulis pada Undang-undang Tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan BAB XX tentang ketentuan pidana pasal 275 yang 
berisi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat 
pengaman pengguna jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 
(2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan 
gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 25 ayat (1) “dipidana dengana pidana kurungan paling lama 1 
bulan atau dendan paling banyak Rp 250.000,00 (duaratus lima puluh 
ribu rupiah) 
2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Anak Sebagai Pelanggar Lalu Lintas 
Lakalantas Menyebabkan Korban Meninggal Menurut Hukum Positif 
dan Hukum Pidana Islam 
Dalam hukum positif, apabila anak sebagai pelanggar lalulintas 
menyebabkan korban meninggal telah masuk kategori anak yang dapat 
dipertanggungjawabkan pidananya adalah anak yang  berumur 12 dan 
belum mencapai 18 tahun. Dijerat Pasal 275 atau 281 Undang-undang 
Lalulintas. Untuk pidana penjara yang dapat dikatuhkan kepada Anak 
paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara 
bagi orang dewasa. Dalam hukum Islam yaitu mumayiz tidak akan 
dikenai hukuman berupa hukuman badan. Akan tetapi, 
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pertanggungjawaban pidananya berupa tuntutan dengan membayar ganti 
rugi yang akan dibebankan kepada harta kedua orang tuanya.  
2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelanggar Lalulintas 
Menyebabkan Korban Meninggal dalam Perspektif Hukum Positif dan 
Hukum Pidana Islam 
Bentuk perlindungan hukum dari pemerintah bagi anak yang 
berkonflik dengan hukum adalah dengan dibentuknya Undang-undang 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang 
didalamnya terdapat cara alternatif dalam penyelesaian perkara dengan 
diversi. Namun, berkaitan dengan anak sebagai pelanggar lalulintas 
menyebabkan korban meninggal diversi tidak dilakukan. Sedangkan 
posisinya sebagai korban djadikan bahan pertimbangan hakim dalam 
memutus perkara. Dalam hukum Islam, perlindungan anak diberikan 
pencegahan agar anak tersebut melakukan hal yang dilarang. Selain itu, 
anak juga mendapatkan perlindungan dari sasaran kejahatan orang lain. 
Anak sebagai pelanggar lalulintas menyebabkan korban meninggal diberi 
peringatan, nasehat, menjaga dan mengarahkan nuraninya agar 
melangkah kerah yang benar. Anak sebagai korban dari sasaran 
kejahatan orang lain, maka keluarga, masyarakat, dan Negara 
berkewajiban memberikan pertolongan.   
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B. Saran 
1. Dalam pertanggungjawaban pidana, jangan hanya menitikberatkan pada 
terbukti atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak saja, tetapi 
harus dipertimbangkan latar belakang atau sebab-sebab anak itu 
melakukan pelanggaran tersebut, sehingga anak tidak akan kehilangan 
harapan untuk masa depannya.  
2. Melalui peradilan anak, diharapkan dapat tercipta peradilan yang benar-
benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang 
berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Peran penting dari 
eksternal dan internal dalam penanganan dan perlindungan hak-hak anak 
sangat diperlukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, 
mental, spiritual, dan sosial anak.  
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